BAB IV

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Prosedur
Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik di Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Dumai, maka penulis dapat

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di ATR/BPN
Kota Dumai pada dasarnya terlaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021. Proses perubahan hak dilakukan melalui pengajuan
permohonan oleh pemegang HGB dengan melengkapi persyaratan
administratif dan yuridis, seperti sertifikat HGB, identitas pemohon, bukti
kepemilikan bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta
dokumen pendukung lainnya. Setelah berkas dinyatakan lengkap,
ATR/BPN melakukan penelitian data fisik dan yuridis hingga
diterbitkannya sertifikat Hak Milik sebagai bentuk peningkatan kepastian
hukum atas tanah.

2.Kendala yang Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
yaiitu adanya perubahan pada tata letak, peruahan batas sepihak oleh
Masyarakat, dan penolakan Masyarakat terhadap penetapan Kawasan.
Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses perubahan
HGB menjadi Hak Milik di Kota Dumai pada umumnya berkaitan dengan
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kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan yang
harus dipenuhi, seperti kelengkapan dokumen administrasi seperti KTP,
surat kuasa, IMD, Sketch bidang tanah, dan matrai 10.000. Kesesuaian data
fisik dan data yuridis tanah.

.Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai dan
masyarakat pemohon dalam mengatasi kendala perubahan Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik yaitu dengan melakukan sosialisasi Sat-Set
guna untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat, dan menguatkan sistem
administrasi dan digitalisasi. Dari sisi masyarakat, upaya yang dilakukan
antara lain dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan,
berkonsultasi dengan petugas ATR/BPN, dan memanfaatkan inovasi

pelayanann yang disediakan oleh ATR/BPN.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa
saran sebagai berikut:
1.Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Kota Dumai, diharapkan dapat terus meningkatkan kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai
pentingnya perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik,
khususnya bagi pemilik tanah untuk rumah tinggal. Hal ini bertujuan
agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya serta
menghindari permasalahan hukum akibat kelalaian dalam mengurus

status hak atas tanah.

UNIVERSITAS BUNG HATTA



61

2. Kepada masyarakat pemilik tanah Hak Guna Bangunan, diharapkan agar
lebih proaktif dalam memahami status hukum tanah yang dimilikinya
serta segera mengajukan perubahan hak menjadi Hak Milik apabila telah
memenuhi syarat. Masyarakat juga disarankan untuk memastikan
kelengkapan dokumen dan keabsahan data fisik serta data yuridis tanah

guna memperlancar proses administrasi di Kantor Pertanahan.
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